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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Pengadaan Tanah Untuk pembangunan Underpass di kawasan Simpang Joglo Solo di 

Kelurahan  Nusukan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada 

tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah yaitu konsultasi publik dan sosialisasi dalam 

pelaksanaan pembangunan Underpass di kawasan Simpang Joglo Solo belum 

sepenuhnya memberikan informasi yang lengkap dan mendetail mengenai aspek yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian objek Pengadaan Tanah. Sehingga, 

kurangnya informasi mengenai cara dan aspek penting dalam melakukan penilaian 

besaran ganti kerugian menimbulkan keraguan dan ketidaksepakatan dari pihak yang 

berhak mengenai kegiatan Pengadaan Tanah yang dilakukan di Kelurahan Nusukan. 

Selain konsultasi publik dan sosialisasi tahapan Pengadaan Tanah telah dilakukan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam 

penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Kelurahan Nusukan yaitu pada penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah berikutnya pada tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah khususnya pada 

tahap konsultasi publik dan sosialisasi perlu dilakukan pemberitahuan informasi yang 

lebih lengkap dan aspek penting yang menjadi dasar penilaian objek Pengadaan Tanah 

sehingga tidak menimbulkan ketidaksepakatan dari pihak yang berhak.  
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Lampiran 1. Penelitian di Kantor Kelurahan Nusukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Foto Responden Ibu Ning 
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Lampiran 3. Narusmber Ibu Lurah Kelurahan Nusukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 Narasumber dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta
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